ABSTRAK

Dewasa ini, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak sedikit pasangan
suami istri menjalankan usaha dan meminjam modal untuk meningkatkan usahanya
dengan mengadakan perjanjian kredit bersama lembaga keuangan seperti bank.
Untuk menjamin kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya, bank selaku
kreditur meminta jaminan agar jika sewaktu-waktu debitur gagal
bayar/wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi jaminan. Namun, dalam
perkawinan memunculkan harta bersama yang memerlukan persetujuan pasangan
suami dan istri terhadap penggunaannya. Persoalan yang timbul dikemudian hari
ialah persetujuan pasangan debitur dibatalkan melalui putusan pengadilan dan
mengakibatkan hapusnya jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
akibat hukum dan perlindungan kreditur terhadap pembatalan persetujuan oleh
pasangan suami/istri terhadap jaminan harta bersama dalam perjanjian kredit.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris atau disebut juga
sebagai penelitian Non-Doktrinal, yang menggunakan data primer dengan
memperoleh pengetahuan hukum secara langsung melalui wawancara bersama
Hakim Pengadilan Negeri, Bank, dan Notaris/PPAT. Hasil dari penelitian ini ialah:
(1) Pembatalan persetujuan jaminan harta bersama oleh pasangan suami/istri tidak
serta merta membatalkan perjanjian kredit, karena dengan dibatalkannya jaminan,
perjanjian kredit tetap berjalan tanpa jaminan dan kreditur kehilangan hak untuk
menagih kepada penjamin.; (2) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam
permasalahan ini, jaminan dalam perjanjian kredit dikembalikan pada jaminan
umum Pasal 1131 KUH Perdata, sehingga kreditur hanya dapat meminta pelunasan
hutang dari segala kebendaaan milik debitur dengan mengajukan gugatan terlebih
dahulu atas dasar wanprestasi dan meminta sita jaminan ke Pengadilan Negeri.
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